BABII
KAJIAN TEORI
A.Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata "demos", yang artinya rakyat dan
“cratien” yang artinya memerintah. Jadi, sistem pemerintahan yang
demokratis adalah sistem yang meletakkan kedaulatan dan
kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan asas
yang dipergunakan dalam kehidupan ketatanegaraan yang berasal
dari zaman Yunani, yang pengertiannya banyak dibahas di dalam
kalangan ilmu politik dan kenegaraan serta di dalam kalangan
politik praktis.20

Pernyataan tersebut menurut Bonger, tidak tepat, sebab
demokrasi pernah juga terdapat di luar lapangan ketatanegaraan
mendahului demokrasi sebagai bentuk ketatanegaraan dan sampai
saat ini masih ada yaitu dalam dunia organisasi yang merdeka,
dengan kata lain demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan
kolektivitas yang berpemerintahan sendiri, dalam hal mana
sebagian anggota-anggotanya turut ambil bagian dalam
pemerintahan, sehingga jika demokrasi dikaitkan pemahamannya
dengan kedaulatan rakyat, maka sistem pemerintahan harus
dilakukan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Hal ini senada
dengan pendapat Hans Kelsen dalam buku Ade Kosasih yang

20 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan Antara DPD dan DPRD
Dalam Sistem Parlemen Bikameral, Bengkulu:Vanda, 2016, h 14
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menyatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat

untuk rakyat.?!

Menurut A. Ridwan Halim, teori demokrasi ini mengajarkan

bahwa:??

1.

Yang berdaulat atau yang memegang kekuasaan tertinggi di
dalam negara bukan lagi raja seperti yang diajarkan oleh teori
kedaulatan raja, melainkan rakyat dari negara yang
bersangkutan.

Kedaulatan rakyat tersebut lahir dari adanya perjanjian antara
rakyat dengan rakyat atau antarwarga masyarakat, yang telah

saling berjanji untuk bersama-sama membangun negara.

. Adapun yang menjadi hukum dalam negara ialah hukum yang

harus berasaskan demokrasi, yang harus diterapkan secara
langsung dan mutlak.

Sedangkan keputusan rakyat tersebut berdasarkan '"volonte
generale " yaitu kehendak rakyat mayoritas yang penerapannya
dipilih menurut suara terbanyak.

"Volonte generale" itu berlaku mutlak sebagai hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat atau daya paksa untuk ditaati
semua orang, yang secara konsepsional dapat dianggap sebagai
"jiwa undang-undang".

Dengan demikian pemerintah atau penguasa hanyalah orang

yang diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur negara.

2l Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 14
22 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 15
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Dengan demikian diharapkan tidak akan mungkin lagi penguasa
dapat berkuasa secara otoriter dan absolut, mengingat segala
hukum terletak pada kehendak rakyat banyak.

Menurut Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo,

menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan demokrasi tersebut

harus didasari oleh nilai-nilai sebagai berikut:?

1.
2.

A

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga;
Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah;

Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
Membatasi pemakaian kekerasan sampai minim;

Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman;
Menjamin tegaknya keadilan.

Nilai-nilai demokrasi tersebut perlu diselenggarakan oleh

beberapa lembaga sebagai berikut:24

1.
2.
3.

Pemerintahan yang bertanggungjawab;

Adanya dewan perwakilan rakyat;

Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai
politik;

Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
dan

Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan

mempertahankan keadilan.

2 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 16
24 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 16
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Sedangkanmenurut Robert A. Dahl dalam Taufiqurrohman

ada enam lembaga yang melaksanakan nilai-nilai demokrasi

tersebut yaitu:2

1. Para pejabat yang dipilih;

2. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala;
3. Kebebasan berpendapat;

4.
5
6

Sumber informasi alternatif;

. Otonomi asosional; dan

. Hak kewarganegaraan yang inklusif.

Pada dasarnya teori "kedaulatan rakyat" berlaku untuk

semua negara modern dewasa ini walaupun model demokrasinya

tidak sama satu dengan yang lainnya. Adapun unsur-unsur

demokrasi menurut Affan Gaffar dalam Juanda yaitu sebagai

berikut:26

1.

Penyelenggaraan kekuasaan dari rakyat;

. Kekuasaan diselenggarakan dengan tanggung jawab;

2
3.
4

Diwujudkan secara langsung ataupun tidak langsung;

. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau

kelompok lainnya;
Adanya proses Pemilu; dan

Adanya kebebasan sebagai HAM.

% Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 17
2 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 17
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Sementara itu Sigmund Neumann dalam Juanda, membagi

sistem demokrasi menjadi 6 (enam) unsur pokok yaitu:?

. Kedaulatan nasional di tangan rakyat;
. Memilih alternatif dengan bebas;
. Kepemimpinan yang dipilih secara demokratis;

1
2
3
4.
5
6

Rule of law;

. Adanya partai-partai politik; dan

. Kemajemukan.

Ditinjau dari syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya

pemerintahan demokratis yang berdasarkan atas hukum (rule of law)

ialah:28

1.

S

Perlindungan konstitusionil, dalam arti bahwa konstitusi, selain
menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara
prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang
dijamin;

Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

Pemilihan umum yang bebas;

Kebebasan untuk menyatakan pendapat;

Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi, dan beroposisi; dan
Pendidikan kewarganegaraan.

Sementara itu Austin Ranny dalam Miftah Thohah

berpendapat bahwa syarat-syarat demokrasi adalah:

1.

Kedaulatan rakyat (popular souvereignity);

27 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 17
28 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 18
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2. Kesamaan politik (political equality);
3. Konsultasi atau dialog dengan rakyat (popular consultation);
4. Berdasarkan aturan suara mayoritas.
Secara rinci Amien Rais dalam Ismani, UP menawarkan
kriteria demokrasi sebagai berikut:?°
1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan,
2. Persamaan di depan hukum,
3. Distribusi pendapatan secara adil,
4. Kesempatan pendidikan yang sama,
5. Empat macam kebebasan; meliputi kebebasan berbicara, pers,
berkumpul, dan beragam,
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi,
7. Mengindahkan fatsoen (tata krama),
8. Kebebasan Individu,
9. Semangat kerjasama, dan
10. Hak untuk protes.
Menurut Juanda yang menyimpulkan unsur dan syarat
pokok demokrasi yaitu:30
1. Kedaulatan di tangan rakyat;
2. Adanya mekanisme Pemilu yang fair;
3. Adanya partai politik yang kompetitif;
4. Adanya rotasi kekuasaan yang teratur dan terbatas;

5. Adanya lembaga legislatif sebagai lembaga kontrol lembaga lain;

2 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 19
30 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 19
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6. Adanya kebebasan warga negara dalam semua aspek kehidupan;

7. Berfungsinya lembaga penegak hukum yang netral dan non
diskriminatif,

8. Berfungsinya pers sebagai kontrol negara;

9. Adanya ruang gerak masyarakat untuk mengontrol, lembaga
negara; dan

10. Adanya pertanggungjawaban kepada rakyat.

Di Indonesia ketika era orde baru, demokrasi harus
berhadap-hadapan dengan tekanan politik yang didominasi oleh
pemerintah. Tatkala rezim orde baru mengalami kehancuran dan
berakhir, sebuah semangat dan cita-cita demokrasi yang selama ini
dipendam oleh rakyat Indonesia mulai tereksplorasi oleh kaum
reformis yang dipelopori oleh mahasiswa. Perubahan struktural dan
fundamental di segala bidang mulai ditata kembali. Demokrasi
formal prosedural yang selama ini dilakukan tidak lagi relevan
dengan tuntutan zaman, karena tidak memunculkan nilai-nilai
substansial demokrasi ideal.3!

Urgensi reformasi lembaga perwakilan sebagai manifestasi
kedaulatan rakyat menuju demokratisasi adalah suatu keharusan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembenahan lembaga
perwakilan sebagai pintu utama masuknya aspirasi rakyat
Indonesia. Sebagaimana syarat-syarat dan unsur-unsur demokrasi

tersebut di atas harus tercermin dalam proses pembentukan

31 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 20
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kebijakan yaitu peraturan perundang-undangan oleh legislatif

sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini adalah DPRD.32
B. Teori Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia Dalam Lintas Sejarah

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah
identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain,
maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara
universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia,
latar belakang kultural dan pula agama.

Jimly Asshidiqgie mengutarakan pendapat bahwa Hak
asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal
sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan
kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak
untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan,
penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun
lainnya yang menebabkan manusia tak dapat hidup secara layak
sebagai manusia.?

Gagasan mengenai hak asasi manusa ini muncul
bersamaan dengan konsep hak kodrati (natural rights theory)
berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas,
Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John

Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga

32 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 21
3 Jimly Ashidiqqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta:
Mahkamah Konstitusi Press, 2005), h 243
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terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikatm dan Perancis
pada abad 17 dan 18.34

Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan
konsevatif yang ingin melindungi property property yang
merupakan simbol dari adanya tata kehidupan yang
pendekatannya berpijak dari pandangan teologis dan sekuler
yang melihat bahwa hukum yang ada adalah pewujudan atau
merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang
seharusnya ditaati.

Motif tersebut diakui sebagai hak fundamental dari setiap
individu dalam hidupnya, namun dibalik sifat konservatif
gagasan hukum kodrati tadi, mengandung motif yang
revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrati
tentang kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum
yang terhimpun di Amerika dan Perancis yang bertujuan untuk
melindungi hak asasi manusia.3?

Meskipun beberapa pakar menyatakan konsep hak asasi
manusia secara sederhana sampai kepada filsafat stoika di zaman
kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius
dan Ius naturale dari undang-undang romawi. Tampak jelas

bahwa asal usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat

34 Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusham UII,
2008), h 12

% Antonius Cahyadi, E. Fernand M Manulang, Pengantar Filsafat Hukum,
(Jakarta: Kencana, 2008), h 42
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dijumpai dalam revolusi inggris, amerika serikat dan prancis
pada abad ke-17 dan ke-18.36

Rangkaian historical konsepsi hak asasi manusia ini dapat
ditinjau dari beberapa perspektif pengalaman, seperti
pengalaman Inggris pada tahun 1215 sering keliru dianggap
dianggap cikal bakal kebebasan warga negara Inggris, piagam
PBB ini hanyalah sebuah program kompromi untuk pembagian
kekuasaan antara Raja Jhon dan para bangsawannya. Baru
belakangan kata-kata dalam piagam PBB memperoleh makna
yang lebih luas. seperti sekarang ini sebenarnya baru dalam Bill
of Rights tahun 1689 muncul ketentuan-ketentuan untuk
melindungi hak-hak atau kebebasan individu.

Adapun pengalaman Amerika Serikat yang dimana Para
pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang
memberontak pada paruh kedua abad 18 tidak melupakan
pengalaman revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan
teoretis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam upaya
melepaskan koloni-koloni dari kekuasaan Inggris, menyusul
ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tidak adanya wakil
parlemen Inggris. Para pendiri Amerika Serikat mencari
pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari
Locke dan para filsuf Prancis. Deklarasi Hak Asasi Virginia yang

disusun oleh George Mason sebulan sebelum Deklarasi

36 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Graffiti, 1994), h 2
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Kemerdekaan, mencantumkan kebebasan-kebebasan yang
spesifik yang harus dilindungi dari campur tangan Negara.3”

Sejarah mengenai perkembangan pemikiran hak asasi
manusia ini telah berlangsung dengan berbagai generasi dan
mengalami evolusi dari yang sangat sederhanya yang mewakili
zaman awal dan yang sangat kompleks yang mewakili zaman
modern. Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis
mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia
dikutip oleh Jimly Asshidigie yaitu:38

Generasi pertama mewakili kelompok hak sipil politik,
kelompok hak ini dapat disebut sebagai kelompok hak asasi
manusia yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk
melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutism negara
dan kekuatan sosial lainnya. Pemikiran mengenai konsepsi hak
asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacara para
ilmuan sejak era enlightenment di Eropa, meningkat menjadi
dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi.3°

Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi
manusia ini adalah ditandakan dengan adanya penandatangan
naskah Universal Declaration Of Human Rights atau dikenal
dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada
tahun 1948. Sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia

itu tercantum dalam naskah-naskah seperti Magna Charta di

37 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia,... h 2
38 Jimly Ashidiqqie, Hukum Tata Negara,... h 211
% Jimly Ashidiqqie, Hukum Tata Negara,... h 211
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Inggris, Bill of Rights dan Declaration of Independence di Amerika
Serikat, dan Declaration of Rights of Man and of the Citizens di
Perancis. Dalam generasi pertama ini elemen dasar dari konsepsi
hak asasi manusia mencakup prinsip integritas manusia,
kebutuhan dasar mansuia dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Hak asas manusia pada generasi pertama berkenaan
dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk
menetukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak
dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan
secara sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang adil,
independen, dan tidak berpihak, hak untuk berekspresi atau
menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak
untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, dan
hak untuk memilih dan dipilih.40

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut
sebagai gelombang hak asasi manusia generasi kedua selain
adanya Internasional Convenant On Civil and Political Rights
konsepsi hak asasi manusia mencakup upaya menjamin
pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemjuan ekonomi sosial,
dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk
menentukan status politik, hak unruk menikmati ragam

penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya.

40 Jimly Asshidiqqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Reformasi, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 616
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Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan
ditandatangani nya Intrernasional Convenant on Economic,
Social and Cultural Rights pada tahun 1966.41 Hak-hak generasi
kedua pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial yang sering
dikatakan sebagai “hak-hak positit” karena pemenuhan hak-hak
tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan
disini harus dalam arti yang postif yaitu negara yang menjamin
kesejahteraan rakyatnya (welfare state) bukan dalam konotasi
negatif yaitu negara yang otoriter yang meng-atas-namakan
kepentingan negara agar dapat mengucilkan hak-hak kebebasan
berkembang bagi individu.

Sementara itu yang termasuk hak asasi generasi kedua
berkenaan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya diantaranya
hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak
untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makan, hak
atas perumahan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, hak
atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan
kebudayaan, hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan,
hak utuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak
cipta).*?

Pada tahun 1986 muncul konsepsi baru akan hak asasi
manusia yaitu generasi ketigamencakup pengertian mengenai

hak untuk pembangunan atau rights to development. Ini

41 Jimly Asshidiqqie, Pokok-Pokok Hukum, ... h. 623
42 Jimly Asshidiqqie, Pokok-Pokok Hukum,... h. 624
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mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang
berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang
hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk
atas pembagunan ini meliputi hak untuk berpartisipasi dalam
proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil-hasil
pembangunan  tersebut, = menikmati  hasil-hasil  dari
perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan,
kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain
sebagainya.

Konsepsi hak asasi manusia terus berkembang sampai
pada tahapan yang disebut sebagai generasi ketiga yang dimana
antara lain mencakup hak untuk memperoleh lingkungan hidup
yang sehat, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat,
hak untuk memperoleh perumahan yang layak, hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.*3

Lebih lanjut menuruh Jimly bahwa persoalan hak asasi
manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan
kekuasaan yang Dbersifat vertical, tetapi mencakup pula
hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antara
kelompok masyarakat, antara golongan golongan rakyat atau
masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di
suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.
Sehingga perkembangan selanjutnya yaitu generasi keempat

adalah konsep hak asas manusia yang dilihat dari perspektif yang

4 Jimly Asshidiqqie, Pokok-Pokok Hukum, ... h. 625
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bersifat horizontal dari generasi satu, dua dan generasi keempat
yang melahirkan konsepsi baru tentang hak asasi manusia, yaitu
konsepsi yang didasarkan atas ketidakseimbangan struktural
yang menindas diluar pengertian yang selama ini timbul dari
pola hubungan vertikal antara negara dengan rakyatnya.#*
2. Teori Hukum Hak Asasi Manusia

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keyerkaitan
dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (natural rights),
sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini
adalah karena kencenderungan untuk berfikir spekulatif serta
persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedy kehidupan
manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini.

Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan
abadi yang bersumber kepada tuhan (irrasional) dan bersumber
dari akal (rasio) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh
Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan
sejarah umat dalam wusahanya untuk menemukan apa yang
dinamakan keadilan yang mutlak (absolute justice).4>

Ide-ide Hak Asasi Manusia yang pada masa itu masih
dipahami sebagai hak-hak alam (Natural Rights) merupakan
suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum,
kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan

adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-

# Jimly Asshidiqqie, Pokok-Pokok Hukum, ... h. 626
# Lili Rasjidi, Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar
Maju, 2002), h. 53



40

keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang
merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-
13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa
kebangunan kembali (renaissance), serta kemunduran
feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para
penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum
alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban
menjadi hak-hak sedang dibuat.4

Agar negara menjadi baik maka pemimpin negara harus
diserahkan kepada para filsuf, karena filsuf adalah penguasa
yang arif dan bijaksana, yang menghargai kesusilaan dan
berpengetahuan tinggi, serta yang paling mengetahui mengenai
apa yang baik bagi semua orang, dan yang buruk sehingga harus
dihindari. Kepada para filsuf seharusnya pemimpin negara
dipercayakan, karena dinilai tidak akan menyalahgukan
kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Namun konsepsi ideal
Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak
mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa
nafsu dan kepentingan pribadi.4”

Pada periode ajaran Thomas Aquinas (1224/25-1274) dan
Hugo Grotius (1583- 1645) dibenua Eropa; dan beberapa
dokumen HAM yang ada seperti Magna Charta (1215), Petition of

46 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia,
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008,
h. 71

47 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik,... h. 71
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Rights (1628), dan Bill of Right (1689)-merupakan bukti dari
perubahan ini. Semua memberikan kesaksian tentang
meningkatnya pandangan masyarakat bahwa masyarakat
diberkati dengan hak-hak yang kekal dan tak dapat dicabut oleh
siapapun, yang tak terlepaskan ketika manusia”terkontrak”
untuk memasuki masyarakat dari suatu negara yang primitive
dan tidak pernah dikurangi oleh tuntutan yang berkaitan dengan
“hak-hak ketuhanan dari raja”.48

Pada intinya dapat dikatakan bahwa ide-ide hak asasi
manusia memainkan peranan kunci pada akhir abad ke 18 dan
awal abad ke 19 dalam perjuangan absolutisme politik. Hal ini
sesungguhnya dikarenakan oleh kegagalan para penguasa untuk
menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, yang
merupakan suatu hal penting dari filosofi hukum alam sejak
awalnya. Namun demikian, ide-ide tentang hak asasi manusia
sebagai hak-hak alam juga memiliki penentang-penentang
dibagian dunia lainnya. Ia lama kelamaan menjadi kurang dapat
diterima -baik secara filosofis maupun politis oleh kaum liberal .4

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia
yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman
pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya
paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara

modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai

48 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik,... h. 72
4 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik,... h. 73
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alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan
yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan
penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian
menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara
kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga Negara.>

Pertanyaan tentang dasar negara tersebut kemudian
melahirkan konsep demokrasi yang menyaratkan bahwa raja
berkuasa karena rakyat yang menyerahkan penguasaan
pengurusan perlindungan hak asasi manusia kepada raja atau
pemerintah tersebut. Berdasarkan prinsip demokrasi, raja bukan
wakil tuhan atau berkuasa karena tuhan, melainkan karena
meminta penyerahan kekuasaan dari rakyat untuk melindungi
hak-hak rakyat tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa
sebenarnya gagasan perlindungan hak asasi manusia di dalam
negara merupakan akibat terjadinya sekularisasi kekuasaan (dari
paham teokrasi menjadi demokrasi).5!

C. Konsep Figh Siyasah
1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata figih berasal dari fagaha-yafqahu-fighan. Secara
bahasa pengertian figih adalah “paham yang mendalam”. Kata
“faqaha” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali
di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu

yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu

50 Sobirin Malian, Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak
Asasi Manusia, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 22
51 Sobirin Malian, Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarganegaraan, ... h. 56
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yang sudah berbentuk pasti (qath’i),merupakan “ilmu” tentang
hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah figih adalah
ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang
bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci
(tafsili). Secara etimologis, figh adalah keterangan tentang
pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau
pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan
manusia.>? Secara terminologis, figh adalah pengetahuan yang
sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh
dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau
hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an
dan As-Sunnah). Jadi, figh menurut istilah adalah pengetahuan
mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an
dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan
penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, figh adalah ilmu
penegtahuan mengenai Islam.>3

Figih juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh
dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum
syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Figh disebut
juga dengan hukum Islam. Karena figih bersifat ijtihadiyah,

pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami

52 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Illmu Politik Islam, (Bandung,
Pustaka Setia, 2008), h 13

53 Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih,
Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014
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perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu
sendiri.>*

Karena figh sebagai ilmu dan merupakan produk
pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan
dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) syariat,
ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi figh di
bidang furu’ (cabang-cabang/ partikularistik) dari ajaran dasar
atau pokok. Dengan begitu, ilmu figh terdiri dari dua unsur,
yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu’. Karena itu pula, ia
dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan
kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek
kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.
Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh
diubah atau diganti.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti
mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan,
politik dan pembuatan kebijaksanaan.>® Pengertian kebahasaan
ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur,
mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang
bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara linguistik,
siyasah artinya megatur, mengendalikan, mengurus atau
membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum,

mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut

54 Hidayat, Syaiful, Tata Negara Dalam Perspektif Figh Siyasah, Tafagquh, Vol.
1, No. 2, Desember 2013
% Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar llmu Politik Islam..., h 26
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bahasa mengandung beebrapa arti, yakni bisa diartikan
memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan
pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana
uraian ayat-ayat Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat
ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum. Siyasah adalah
pengurusn kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai
degan syara’demi terciptanya kemashlahatan.>¢

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf
mendefinisikan ~ bahwa  siyasah  adalah  “pengaturan
perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan
kemaslahatan serta mengatur keadaan”.>” Dari penegrtian-
pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa siyasah
mengandung beberapa pengertian, yaitu: a) Pengaturan
kehidupan bermasyarakat; b) Pengendalian negara; «c)
Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan
bernegara; d) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan
untuk mengendalikan kehidupan warga negara; e) Pengaturan
hubungan antar negara; f) Strategi pencapaian kemaslahatan
dalam bernegara.58

Ilmu Figh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang
cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal

bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan

% Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam..., h 26
57 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam..., h 27
5% Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam..., h 27
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berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip

Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.®® Adapun

kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari’ah bisa dibagi

menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang
sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah
memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari’ah,
semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth’i baik wurud
maupun dalalahnya;

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan
itu berdasakan penelitian yang cermat dan akurat sehingga
tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudarat;

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan
mendatangkan Kkesulitan yang diluar batas dalam arti
kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.®®

Berdasakan penegrtian etimologi dan terminologi di atas
dapat ditarik keismpulan bahwa Figh Siyasah adalah ilmu tata
negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk
pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan

Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan

dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau

% Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, Figh Siyasah Doktrin dan pemikiran
Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h 10

00 H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis,Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011),
h 28-29
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sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan
bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai
kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Literatur Figh Siyasah sesungguhnya dikenal dengan dua
jenis siyasah. Pertama, siyasah syar’iyah yaitu siyasah yang
proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama.
Kedua, siyasah wadh’iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh
pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya
tidak memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah syar’iyah
dan siyasah wadh’iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu
sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu
sendiri dan lingkungannya, seperti ara’ahl basher atau yang
biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, al'urf
(uruf), al’adah (adap), al-tajarib (pengalaman-pengalaman).
Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan
lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus
berkembang.

Setiap produk siyasah syar’iyah pastilah Islami. Namun
tidak demikian dengan siyasah wadh’iyah. Siyasah wadh’iyah
sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran islam karena
dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk
pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti
setiap siyasah wadh’iyah pasti tidak Islami. Siyasah wadh’iyah

bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah
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syariyah selama memenuhi enam macam kriteria sebagai

berikut:

a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara
hakiki dengan syariat Islam;

b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di
depan hukum dan pemerintahan;

c. Tidak memberatkn masyarakat;

d. Untuk menegakkan keadilan;

e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan
kemudharatan;

f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah
syar'iyah dan siyasah wadh’iyah juga dapat dibedakan dari
tujuan yang hendak digapainya. Siyasah syar’iyah bertujuan
megantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat,
sementara siyasah wadh’iyah hanya bertujuan mengantarkan
rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh
kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim
tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya
terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim,
sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil
dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah, Allah

SWT melarang menciptakan suasana demikian.
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Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang
serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem
kehidupan  seperti  ketatanegaraan.®®  Dalam  sistem
ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin
yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan
tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak
bertentangan dengan syari’at Islam yang menyangkut tentang
prinsip Figh Siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut
bersumber dari Al-Qur’an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut
menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di
atas bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib untuk
menjalankan amalamal sholeh, maka Allah SWT akan selalu
meridhai kita.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat
disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem
ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan
bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan
kepada kehendak wumat sesuai dengan masalahmasalah
kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman
mereka.®?

2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqih Siyasah
Setiap ilmu pstinya mempunyai objek dan bidang

bahasannya, begitu pula dengan Figh Siyasah. Figh Siyasah adalah

61 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga
Studi Islam dan Masyarakat, (Jakarta, 199)4, h 2
62 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah..., h. 20
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suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu figh. Figh
Siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan
spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara
dan pemerintahan. Figh Siyasah memiliki persamaan dengan figh
pada umumnya dan dengan siyasah syar’iyah, yakni sama-sama
merupakan produk ijtihad. Figh berbeda dengan Figh Siyasah
pada umumnya terdapat pada kajiannya.

Kajian Figh Siyasah sangatlah kuat dan umum, termasuk
didalamnya megkaji tentang Figh Siyasah. Sementara kajian Figh
Siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas
tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam
perspektif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian figih
siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan
yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-
pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan
dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy
meyatakan, objek-objek kajian Figh Siyasah berkaitan dengan
pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentafsirannya, dengan
mengingat persesuaian pentafsiran itu dengan jiwa syari’ah,
yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak
berlawanan dengan suatu mash dari nash-nash yang merupakan
syari’ah amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran

bahwa objek bahasan Figh Siyasah secara garis besar adalah
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pengaturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman
dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat,
pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan
kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan
rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha
mencapai tujuan negara.®3
Objek kajian Figh Siyaasah secara substansial berkaitan
dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan
perihal berikut:
a) Hak-hak individu dalam bernegara;
b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga
negara;
c) Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara;
d) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum
demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
e) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik
masyarakat dan negara;
f) Pelaksanaan demokrasi politik;
g) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan

h) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.®*

63 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah..., h 27-28
64 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam..., h. 36
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3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqih
Siyasah
Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu
lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk
menjalankannya.  Tata cara ataupun  prinsip-prinsip
pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-
Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat
Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai
dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara
pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum
seoranag pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa
harus beroriensiasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya
baik secara fisik matrial maupun secara mental spiritual
(kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Qaidah figh. Adapun dalam
mewujudkan kemaslahatan itu, syara” menetapkan prinsip-
prinsip kuliyah yaitu:
a. Semua yang megandung madlarat harus dijauhi atau di
hilangkan
b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat
ditempuh pula prinsip-prinsip:
1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh
dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih

berat madlaratnya.
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2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh
ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang
lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.

c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih
diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan
dan sekaligus menolak kemadlaratan.

d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang
mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.®

Menurut Al-Baqgilani, pengetahuan seorang khalifah
tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon
penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk
mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan
melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah
alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan
mengikat terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun mereka
tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam
ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu
orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam. Orang yang
berhak dicalonkan sebagai kepala Negara meurut Al-Mawardi
memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu:

a. Adil dengan segala persyaratannya;
b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam

hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan;

% Asjmuni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1
(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h 3-4
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c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan,
lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;
d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang
dapat mengganggu geraknya;
e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan
kemaslahatan;
f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam
mempertahankan negara dan memerangi musuh;
g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash
dan ijma.%¢
4. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam kajian fiqih siyasah
Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan dibangun
atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan
kearifan lokal dikaitan dengan aktivitas kepemimpinan, maka ia
menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan.
Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan
kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa
dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan
diintegrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki
tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya.®”
Dalam khasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun dikenal

sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat atau dikenal

¢ H. A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
Rambu Syari'ah, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencan, 2009), h 70-71

67 https:/ /uin-suska.ac.id /2016 /04 /18 /islam-dan-kepemimpinan-
sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-

mujahidin/ di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25
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dengan teori ‘Ashabiyat. Teori ini merupakan pengejawantahan
dari teori harmoni ka al-jasad al-wahid dalam ajaran Islam, yang
menggambarkan  kelaziman  saling  melindungi  dan
mengembangkan potensi serta saling mengisi dan membantu di
antara sesama. Melalui teori harmoni ka al-jasad al-wahid
dimisalkan kehidupan komunitas muslim itu dengan ka al-
bunyan yasuddu ba’duha ba’dla bagaikan sebuah bangunan,
yang antara elemen bangunan yang satu dengan yang lainnya
saling memperkokoh memperkuat Teori ‘Ashabiyat solidaritas
kelompok dan konsep ta’awun al-ihsan itu didasarkan atas
pemikiran ajaran Islam, yang di dalamnya terkandung norma
akidah dan syari’at.

Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan bisa
tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan
tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam
istilah kepemimpinan dikenal dengan kata Imamah. Sedangkan
kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi
pemimpin dalam Islam ada delapan istilah, yaitu; Imam dalam
Surat al-Bagarah 124. Khalifah pada al-Baqarah: 30. Malik, al-
Fatihah : 4, Wali pada al-A’raf : 3. “Amir dan Ra’in, Sultan, Rais,

dan Ulil ‘amri.68

68 https:/ /uin-suska.ac.id /2016 /04 /18 /islam-dan-kepemimpinan-
sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-

mujahidin/ di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25
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Surat Al-Baqarah Ayat 124

s J6 e uu\ A qu A J6e it ub..li; PSR ;xj

MM 6*@9 JeyY e @z

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim d1u]1 Tuhannya dengan

beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim

menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku

akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia".

Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari

keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak
mengenai orang yang zalim".®

Surat Al-Baqarah Ayat 30
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Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang

tidak kamu ketahui".”

Surat Al-Fatihah Ayat 4
o) o Ao

Artinya: Yang menguasai di Hari Pembalasan.”!

0 Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 124, Departemen Agama
RI, Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015

70 Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-Bagarah Ayat 30..., 2015

71 Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-Fatihah Ayat4..., 2015
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Surat Al-A’raf Ayat 3
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Artinya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu,
dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin.
Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.”

Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah dua istilah
yang digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin. Kata
imam diambil dari kata amma-ya’ummu, yang berarti menuju,
dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata khalafa yang
pada mulanya berarti “di belakang”. Kata khalifah sering
diartikan “pengganti” karena yang menggantikan selalu berada
di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya

Beberapa dasar kepemimpinan menurut islam sebagai
berikut:”3

Pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang yang
tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim
karena  bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas
keberagamaan rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana firman

Allah dalam Al-Qur’an; Surat An-Nisaa: 144.

72 Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-A’raf Ayat 3..., 2015
73 https:/ /uin-suska.ac.id /2016 /04 /18 /islam-dan-kepemimpinan-
sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-

mujahidin/ di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain
dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi
alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu).7*

Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang

yang mempermainkan Agama Islam, sebagaimana firman Allah

dalam Surat Al-Maidah: 57.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat
agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di
antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu
dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah
kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.”

Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di
bidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak
berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan

organisasi yang menaunginya. Sebagaimana Sabda Rasulullah

SAW:

- foz0 - o048 -
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74 Al-Qur’an terjemahan, Surat An-Nisaa: 144..., 2015
75 Al-Qur’an terjemahan, Al-Maidah: 57..., 2015
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Artinya: Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan
ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. (HR
Bukhori dan Muslim).7¢

Keempat, pemimpin harus bisa diterima (acceptable),
mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh

umatnya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:
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Artinya: Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu

cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka

dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk

pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka

membenci kamu, kamu melaknati mereka dan mereka
melaknati kamu. (HR Muslim).””

Kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela dan
mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan,
melaksanakan syari‘at, berjuang menghilangkan segala bentuk
kemunkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah, sebagaimana

Firman Allah SWT. Dalam Alquran, Surat Al-Maidah: 8
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76 https:/ /www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-
bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgxXIU, (di

akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)
77

http:/ /selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/temadetail / 775/
adilah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat, (di akses 17 Januari 2021,
jam 14.15 WIB)




60

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai
penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu
kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti
terhadap apa yang kamu kerjakan.”®
Keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat

Allah swt yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat

Rasul-rasul-Nya.

Dalam Islam tegas dalam menyikapi adanya dualisme
dalam kepemimpinan dalam tubuh wumat Islam. Tidak
diperkenankan bagi seseorang menjadi imam semnetara sudah
ada imam lainya yang telah lebih dahulu memimpin umat
islam. Imam kedua diistilahkan sebagai pemberontak yang
memakai sifat munafik, yakni memecah-belah pesatuan umat

islam. Kecaman untuk para pemberontak ini ada dalam sebuah

adis yang artinya:
i 556 G
Artinya: Jika didapati ada dua orang imam, maka bunuhlah yang
terakhir dari keduanya. (HR. Muslim, No. 1853).7°

Hal ini juga menjadi cerminan dari kehidupan bernegara

antara pemimpin dan warganya. Tidak boleh ada dua pemimpin

78 Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-Maidah Ayat 8..., 2015
& https:/ /almanhaj.or.id/2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-
bidah.html, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)
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dalam tubuh umat islam. Dalam hadis lain juga dikuatkan

bahwa:
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Artinya: Siapa yang membai’at seorang imam p(;mimpin) lalu
memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan

buah ahtinya, hendaklah ia menaatinya semaksimal
mungkin. Dan jika datang orang lain yang mencabut
kekuasaan itu, penggallah leher orang itu. (HR. Muslim).80
Berdasarkan ~ dalili-dalil di atas tentang dasar
kepemimpinan menurut islam dan dualisme kepemimpinan
dalam tubuh umat Islam, bahwa pemimpin harus mempunyai
kriteria kepemimpinan yang harus terpenuhi, pertama tidak
menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin bagi umat islam,
kedua tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang
mempermainkan Agama Islam, ketiga pemimpin harus
mempunyai keahlian di bidangnya, keempat pemimpin yang
dicintai umatnya, kelima pemimpin yang mengutamakan
kepentingan umat, keenam mempunyai sifat-sifat seperti
kepemimpinan nabi. Dalam hal dualisme kepemimpinan dalam
umat islam tidak diperkenankan bagi seseorang menjadi imam

sementara sudah ada imam lainya yang telah lebih dahulu

memimpin umat islam. Imam kedua diistilahkan sebagai

80 https:/ /muslim.or.id /26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html, (di
akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)
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pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni memecah-
belah pesatuan umat islam.
Menurut Imam Al-Mawardi untuk menjadi pemimpin
harus mempunyai tujuh kriteria yang harus terpenuhi yaitu:8!
1. adil dalam arti yang luas
2. memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam
menghadapi persoalan-persoalan dan hukum
3. sehat pendengaran, mata dan lisan supaya dapat berurusan
langsung dengan tanggung jawab
4. sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak
dan melangkah cepat
5. pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan
kemaslahatan umat
6. berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan menghadapi
musuh
7. keturununan Quraisy
Ketujuh syarat tersebut harus terpenuhi sebelum
seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai
kepala negara atau pemimpin. Syarat ahlul ijtihad bagi calon
pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena
mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk

dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.

81 Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khilafah Islam,
(Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 154



